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ABSTRAK

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Pemungutan
Pajak Restoran Berdasarkan Prinsip Desentralisasi Fiskal Untuk
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Oleh Mina Rabiatul Asiyah, NIM.
20221410069, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Kuningan, Kuningan, 2026.

Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki potensi besar seiring
berkembangnya sektor pariwisata dan usaha kuliner di Kabupaten Kuningan.
Namun, pelaksanaannya belum optimal yang ditandai dengan rendahnya kepatuhan
wajib pajak, keterbatasan sumber daya aparatur, serta belum efektifnya pengawasan
dan penegakan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan
kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak restoran berdasarkan
prinsip desentralisasi fiskal serta menganalisis implementasi dan implikasinya
terhadap peningkatan PAD. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis
empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui studi lapangan dan kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam
pemungutan pajak restoran telah diatur dalam Pasal 279 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014, Pasal 2 huruf a dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022, Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, serta
Pasal 2 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024,
yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kabupaten
Kuningan Nomor 38 Tahun 2024. Implementasi kewenangan dalam pemungutan
pajak restoran di Kabupaten Kuningan telah berjalan cukup efektif dan memberikan
kontribusi positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Walaupun
pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan
sumber daya manusia, belum meratanya penerapan teknologi, serta masih adanya
wajib pajak yang belum patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Simpulan penelitian ini adalah implementasi kewenangan tersebut telah berjalan
cukup efektif dan berkontribusi positif terhadap peningkatan PAD, tetapi masih
memerlukan optimalisasi. Saran yang diajukan yaitu pemerintah daerah,
khususnya Bappenda, meningkatkan sosialisasi, memperluas digitalisasi, serta
memperkuat pengawasan dan penegakan sanksi guna meningkatkan kepatuhan
wajib pajak.

Kata Kunci: Kewenangan, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah.



ABSTRACT

The Authority of the Kuningan Regency Government in Collecting Restaurant
Taxes Based on the Principle of Fiscal Decentralization to Increase Local
Revenue. By Mina Rabiatul Asiyah, Student ID Number 20221410069, Law
Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan, 2026.

Restaurant tax is one type of tax with significant potential, given the growth of the
tourism and culinary sectors in Kuningan Regency. However, its implementation
has not been optimal, as evidenced by low taxpayer compliance, limited
administrative resources, and ineffective supervision and law enforcement. The
objectives of this study are to examine the regulation of local government authority
in restaurant tax collection based on the principle of fiscal decentralization and to
analyze its implementation and implications for increasing PAD. The research
method used is a legal-empirical approach with a descriptive-analytical
specification. Data collection is conducted through field and literature studies,
followed by qualitative analysis. The results indicate that, the authority of local
governments in the collection of restaurant taxes is regulated in Article 279 of Law
Number 23 of 2014, Article 2 (a) and Article 4 paragraph (2) of Law Number 1 of
2022, Article 3 paragraph (4) of Government Regulation Number 35 of 2023, as
well as Articles 2 and 21 of Kuningan Regency Regional Regulation Number 1 of
2024, the implementation of which is further regulated in Kuningan Regency Regent
Regulation Number 38 of 2024. The implementation of authority regarding
restaurant tax collection in Kuningan Regency has been quite effective and has
made a positive contribution to increasing Local Own-Source Revenue. Although
its implementation still faces several challenges, including limited human
resources, uneven adoption of technology, and the continued existence of taxpayers
who remain non-compliant in fulfilling their tax obligations. The conclusion of this
study is that the implementation of these authorities has been fairly effective and
has positively contributed to increasing PAD, but still requires optimization. The
recommendations proposed are that the local government, particularly Bappenda,
should increase public awareness, expand digitalization, and strengthen
supervision and enforcement of sanctions to improve taxpayer compliance.

Keywords: Authorities, Restaurant Tax, Local Revenue.

i



KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala yang

telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis memperoleh

kekuatan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “Kewenangan Pemerintah

Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Pemungutan Pajak Restoran

Berdasarkan Prinsip Desentralisasi Fiskal Untuk Meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah”.

Adapun maksud penyusunan skripsi ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk
mencapai gelar Sarjana Hukum. Dengan penuh kesadaran penulis menyadari
skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki
pada saat penyusunan skripsi ini, sehingga segala kritik dan saran akan sangat
berguna bagi penulis.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam
penyusunan skripsi ini, baik dalam bantuan moral maupun material sehingga skripsi
ini dapat diselesaikan tepat waktu. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati
penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si. selaku Rektor Universitas Kuningan;

2. Bapak Dr. Toto Supartono, S.Hut., M.Si. selaku Wakil Rektor I Universitas
Kuningan;

3. Ibu Dr. Entin Jumantini, M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Kuningan;

4. Bapak Prof. Dr. Agus Yadi Ismail, S.Hut., M.Si selaku Wakil Rektor III
Universitas Kuningan;

5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor IV Universitas
Kuningan sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis,
meluangkan waktunya, memberikan arahan, dan masukan yang bermanfaat dan
sangat berguna bagi penulis dalam menyusun skripsi ini;

6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas
Hukum Universitas Kuningan;

7. Bapak Dr. Erga Yuhandra, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Kuningan;

iii



10.

11.

12.

13.

Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H.,M.Kn., selaku Wakil Dekan II Fakultas
Hukum Universitas Kuningan;

Ibu Dikha Anugrah, S.H.,M.H., selaku Kepala Program Studi I[lmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Kuningan;

Bapak Iman Jalaludin Rifa’i, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang
telah membimbing penulis dengan sabar, memberikan masukan, arahan dan
solusi yang sangat bermanfaat dan berguna bagi penulis dalam menyusun
skripsi ini;

Seluruh Dosen dan Staf Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Kuningan
yang turut mendukung dalam penulisan ini;

Bapak Nono Sumartono, S.Sos., selaku Kepala Bidang Pendapatan I Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan;

Bapak Fazdhil Muhammad Rafael, S.M., selaku pegawai Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu

pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum, serta dapat menjadi referensi

yang berguna bagi pembaca dan peneliti berikutnya. Akhir kata, penulis

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam

penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah slalu memberikan berkah pada setiap

langkah kita semua.

Kuningan, 20 April 2026

Mina Rabiatul Asivah
NIM. 20221410069




DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
ABSTRAK aciiiiiinitinninnenininiinessissississsssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssass i
ABSTRACT ..auouiiiiiirininuinnicicissessssssississississsssssssssssssssssssssssssssssessesssssssssssssssssses ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR IS .cuuiiiiiiiininninninnnennincssissessessessesssssassasssssssssessssssssssssssassassasssssssssces \4
DAFTAR TABEL viii
BAB I PENDAHULUAN 9
A. Latar Belakang Penelitian ............ccoccoiiiiiiiiiiiniiieeeee e 9
B. Rumusan Masalah ..........cccooooiiiiiiiiiiiieeeeee e 15
C. Tujuan Penelitian..........ccocoieriieriieiiieiiecie ettt 15
D. Kegunaan Penelitian...........coocueeiiiiiieniieiiieieeie e 15
1. Kegunaan Secara TEOTIIS .....ccceevveriirerrienienieeientesieeieeeenie e 15
2. Kegunaan Secara Praktis ........cccocovvieiiieniiieniieeee e 16
E. Kerangka TeOTT ......eeeviiieiiieeiieeeiee ettt et 16
1. Landasan TeOTT ......ccccoeevierieniiiienienieeeetee ettt 16
2. Landasan Konseptual ...........ccceoiriieniiiiniinieiiiceeccecnieeie e 21
F. Sistematika Penulisan...........cocccoiiiiiiiiiiiiiiecccceee 25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....coutitietrenstinnnsesssesssisesssnssssssssssessssssasssssnns 28
A. Kewenangan Dalam Pemerintahan..........c.cccocoeveviiniininiininncnicneccnne 28
1. Pengertian KeWenangan ............cccoeeeeuierieeiiienieeiieniie e sine e 28
2. Sumber dan Batas Kewenangan ...........c.cccceeevveeviiieinciieeniee e, 29
3. Pembagian Kewenangan Dalam Urusan Pemerintahan ........................ 34
B. Pemerintahan Daerah ...........ccocooviiiiiiiiiiiiniie 39
1. Pengertian, Kedudukan dan  Asas-Asas  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah ...........cccccooiiiiiiiiiiiee 39



2. Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik

(AAUPB) ..t ettt 43

C. Desentralisasi Fiskal.........cccoooiiiiiiiiiiiiiieeeee e 47

1. Pengertian Desentralisasi Fiskal...........ccccooooviieiiiiiiiiineeecee e 47

2. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah .................. 48

D. Pajak dan Pendapatan Asli Daerah...........c.cccceevviieniieiiiiniiiiieieceeee e 49

1. Pengertian, Fungsi, Teori Pemungutan, Asas dan Jenis Pajak Daerah.. 49

2. Mekanisme dan Sistem Pemungutan Pajak di Daerah.............c............ 59

3. Pengertian dan Komponen Pendapatan Asli Daerah...........c.cccoceeene. 61

BAB II1 METODE PENELITIAN .. 65

A. Spesifikasi Penelitian ...........cccooviiiiiiiiiiiiieiiieiiee e 65

B. Metode Pendekatan ............coocoeiiiiiiiiiiiii e 65

C. Tahap Penelitian ..........cccoevuieeiieiiieiieeiiecie et 65

D. Teknik Pengumpul Data .........c.ccocveveiieriiieiieiiiciieeieeieesee e 66

E. Alat Pengumpul Data .........ccccoiiiiiiiiiiii e 68

F. Analisis Data .......coooiiiiiiiiiieeee e 70

G. Lokasi Penelitian ........c.cccooiiiiiiiiiiiiiie e 70

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN w72
A. Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemungutan Pajak

RESTOTAN .....eiiuiiiiiiiie ettt e 72
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ......... 72
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah..............cc.ccocceie 76
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah...........c..ccccoociniiiininnnns 78
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah............ccccoeveiiiniiiiniiiiiie e, 79
6. Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 38 Tahun 2024 tentang

Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.............c.......... 82

Vi



B. Kewenangan Pemerintah Dalam Pemungutan Pajak Restoran Serta

Implikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

KUNINEAN ..ottt e e e e eeenneas 87

1. Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemungutan
Pajak REStOTan ......ccueeevieiiieiieiiecieee e e 87

2. Target, Realisasi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran di
Kabupaten Kuningan............ccceeevveeriieeeiieeeieecee e s e 92
3. Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Sanksi.........ccccoceevenienennnene 97
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Kewenangan ..............cccccceeeuneenee.. 99
5. Analisis berdasarkan Teori Kewenangan ...........c.cccocceeveveeeiienieeneenen. 101
BAB V PENUTUP 104
AL SIMPULANL. ..ot 104
Bl SAran .c...ooii s 105
DAFTAR PUSTAKA 107
LAMPIRAN — LAMPIRAN ...ccovuiiviininseissesssnssssssesssnsssssssssssssssssssssssssssssssasssssses 118

vii



DAFTAR TABEL
Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Restoran di Kabupaten Kuningan Tahun
2022 = 2025 ettt et 93
Tabel 2. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Kuningan
Tahun 2022 - 2025 .....ooiiiiiiiieeeeee e 94

Tabel 3. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Kuningan Tahun 2022 - 2025 ......coooiieiieeieeieeieeee et 96

viii



